
BUPATI KOTAWARII\IGIN BAR.\T
PROVINSI KALIMANTAN TENGAI{

I(EPUTUSAN BUPATI KOTAW/\RINGIN BARAT
NOMOR 96, TAHUN 2021

TENT{NO

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA BERSIH NARKOBA
DI DESA PASIR PANJANG KECAMATAN AiTUT SELATAN TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

BUPATI KOTAWARINGIN EIARAT,

a. bahwa dalam rangka rnendukung terwujudnya Desa pasir
Panjang sebagai Desa tsersih Narkoba -at a perlu dibentuk
Kelompok Keda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana dimaksu,l
dalam huruf a, perlrr menetapkan Keputus^., Bupati tentang
Pembentukan Kelornpok Kerja Desa Bersih Narkoba di Desi
Pasir Panjang.

1. undang-undang Nomor 2'l Tahun r959 tentang penetapan
Undang-undang Darurat Nomor' 3 Tahun tgsg tentang
Pembentukarr Daerah 'ringkat II di Kalimantan (tembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
undang-undang (l,embaran Negara Republik [rrdurresia
Tahun 1959 Nomor 72, Tanrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Non-^or 1820);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahtrn 2OO9 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor
143, Tambahan l.embaran Negala Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomc,r 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,
Tambahan Lembaran iVegara Repulllik Indonesia Nomor
5495); '

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahaa Daerah (l-ernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,ernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah ciiubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentarrg per:ubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah(Lemharan Nega-a Republik Indonesia Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol'+ Nomor 56791;

a



a

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang N,cmor 35 Tahun 2OOg tentang
Narkotika (I-emba.ran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol3 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a19);

6. Peraturan Pemerintah Nomol' 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaarn Undang-Undang Nomor 6 tahun
2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 14 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor .5539); sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pernerintah
Nomor i 1 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun
2OL4 Tentang f)esa (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No:nor 6321);

7. Peraturan I)emerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembararr Negara i?epublik Indonesia Tahun
2014 Nomcr 168, Tamt,ahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagairnana telah beberapa kali
diubah, terakhir rlengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggara.rr Pendapatan dan Belanja Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambatran Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika l.iasional ([.emba.ran Negara Republik Indonesia
'l'ahun '2U19 Nomor 11)8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nornor 47 Tahun 2Ol9 tentang Perubahern
Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk l{ukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor 2035) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tenang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita I\legara Republik Indonesia
Tahun 2C18 Nomor 15?);

10. Peraturan Menten Dal.rm Neged Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2018 tentarrg Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

I 1. Peraturan Menteri Dalam Negei Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2ol9 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);



r'

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT,

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5
Tahun 2016 tentang Penrbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan I-embaran l)aerah Kabrrpaten Kotawaringin Barat
Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kab,-rpaten Kotawaringin Barat Nomor
1 Tahun 2019 tentang Pokok-pol<ok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2Ol9 Nomor 1);

14.Peraturan f)aerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
tahun 2079 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2019 Nomor 10, 'l'ambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 98);

15.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat llomor 55 Tahun
201.7 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pe.nberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringiu Barat Tahun 2Ol7 N,rmor 55).

MEMUTUST"AN

Membentuk Kelompok Keqa Desa Bersih Narkoba di Desa Pasir
Panjang Kecamatan Arut Selatan Tahrrn 2421 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana. tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisatrkan Cari Keputusan Bupati ini.
Kelompok Kerya Desa Bersih Narkcba sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU memp,unyai tugas sebagai berikttt :

a, Menyusun rencana aksi Pencegarhan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di l)esa Pasir Panjang;

b. Mengkoordinasikarr. mengarahkan, mengendalikan,
mengawasi pelaksa.naarr fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan penya.lahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Pasir Panjang;

c. Menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursc-f Narkotika di Desa Pasir Panjang.

Segala biaya yang tirnbtil akibat citetapkannya Keputusan
Ru-pati lnl i;Uet..,trn pa6a ,\nggaran Penclapatan dan Relanja
Oesa Pasir Panjang Tahun Anggaran 2021 dan sumber-sumber
lain.yang sah trdak mengikat.
Keputusan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapk;rn di Pangkalan Bun
Oadatanggal lE [.lntrt ,.'('']]

KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYATI*1,
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PEMBENTUKAN KELOMPOK KER.'A DESA tsERSIH NARI{OBA
DI DESA PASIR PANJANG KEC,AMATAN ARUT SELATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR qh TAHUN 2O2I
TENTANG PTIMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
DESA BERSIH NARKOBA DI DES,\ PASIR
PANJANG

JABATAI{ DALAM
KELOMPOK KERJA

NAMA / JABATAN

2

Bupati Kotawaringin Barat

- Kepala Badan Narkotika Nasional Ka.bupaten
Kotawaringin Barat

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Polirik
Kabupaten Kotawaringin Barat

- Camat Arut Selatan
- Kapolsek Arut Selatan
- Danramil Arut Selatan

Kepala Desa Pasir Panjang

Sekretaris Desa Pasir Panjang

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pasir Panjang

- Bhayangkara Pembina Keamattan dan
Ketertiban Masyarakat (Bhabinl<amtibmas)
Desa.Pasir Panjang

- Bintara Pembina Desa (Babinsa) !)esa Pasir
Panjang

- Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
Desa Pasir Panjang

- Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasir Pa.njang

- Relawan Anti Narkoba Desa Pasir Panjang
- Penggiat Anti Narkoba Desa Pasir Panjang
- Agen Pemulihan Narkoba Desa Pasir Panjang
- Karang Taruna Desa Pasir Panjang
- Ti; Penggerak PKK Desa Pasir Panjang

Pelindung

Penasehat

Bendahara

Pelaksana Operasional
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